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: ’I‘ENTANG
E .RJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- : DAN PROVINSI JAWA TENGAH

> S'e]aku Gubernur Kalimantan Utara,
ST - berdasarkan Keputusan Presiden
~ Republik Indonesia Nomor 18/P Tanggal
10 Februari 2016 tentang Pengangkatan
Lo ~ Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur
- Kalimantan Utara, dalam hal ini
- bertindak untuk dan as nama
Pemerintah Provmsa Kahmantan ‘Utara
‘berkedudukan di Jalan Hgﬁﬁus, Tanjung
_ ':Selpr,, __Kabupaten ‘Bulungan, Kalimantan
' Utara selanjumya disebut PIHAK




Berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92);

= h, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
- Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan

.

- Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
=55 3851);
- €. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
~d. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
- Kalimantan Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
- Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- "._-:"'.’."".‘ 5362], -
- €. Undang — Undang 23 Ta.hun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

- ~Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
> fi'f';-'f‘ Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

g Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

\—--e.——-

= ey f adalah Lembaga yang

= can urusan pemenntahan Provinsi Kalimantan Utara dan

awa Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

1sip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
blik Indonesia Tahun 1945;
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Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengisi

engan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis,
secara. bertahap dan berkesinambungan.

%sanaan pembangunan dengan pertimbangan
P ;ﬁnan Pubhk _diperlukan perencanaan -

"untuk mendukung pembangpnan yang

Ty

n j ejarmg ker_;a pembangunan Daerah ,yang




dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran
_ ;pemba.ng_un_an daerah nasional.

s K‘?Sﬁpakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan
Provinm Kahmantan Utara Dan Provmm Jawa Tengah, dengan
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Beraama_ ini guna mengoptimalkan pemanfatan
oleh masing-masmg Daerah guna
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"QBJEK DAN RUANG LINGKUP e

Bersama ini adalah Kezja Sama Pembangunan

T [ Ry
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gt FRet >
\w-\?g.-::: ~




BAB III
SUMBER BIAYA
Pasal 3

G 1-‘:Semua biaya. yang ﬁmbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini,
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T R . BABIV
==~ - PELAKSANAAN
| ~ Pasal4

S
o e




i BAB V11
Y

Bum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PTHAK pada
, bulan dan tahun sebagnimana tersebut pada awal
ar m inl, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai
3y mempunyal kekuatan hukum yang sama untuk masing - masng
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